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Eko Prayitno. Tuntutan Provisi Untuk Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi 
Atas Barang Bukti Kejahaatan (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs). 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 
Pancasakti Tegal. 2020. 
Suatu gugatan, di samping isi gugatan yang biasa, ada pula dimintakan 
suatu gugatan khusus mengenai pokok perkara yang digugat itu, dengan 
permohonan agar diambil dulu satu putusan sela tentang perkara yang digugat 
atau sebagian dari yang digugat mendahului putusan akhir yaitu putusan provisi. 
Sekalipun tidak diatur sebagai suatu ketentuan sebaiknya Hakim dalam menilai 
tuntutan provisi benar-benar memperhatikan urgensi tuntutan tersebut. 
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui: (1) Ketentuan Hukum 
Tuntutan Provisi Dalam Hukup Positif Di Indonesia, (2) Dasar Hukum 
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Provisi Untuk Menunda 
Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Bukti Kejahatan Pada Putusan Nomor 
4/Pdt.G/2020/PN Bbs. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 
dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dengan metode pengumpulan 
data dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan 
adalah normatif kualitatif yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal 
tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari 
system hukum tersebut. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Ketentuan hukum tuntutan 
provisi dalam hukup positif di Indonesia dapat ditemukan dalam perundang-
undangan baik secara tersirat maupun tersurat seperti dalam ketentuan Pasal 180 
ayat (1) HIR 191 ayat (1) Rbg, kemudian dalam KUH Perdata, Pasal 53 Rv/Pasal 
51 BRv Belanda (Stb, 1847-52 yo Stb. 1849-63), Pasal 24 PP Nomor: 9 Tahun 
1975 yang bunyinya sama dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989, konsepsi RUU tentang Hukum Acara Perdata, dalam 
Doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 2) Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan 
provisi untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti kejahatan 
pada putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs yaitu adanya suatu putusan perkara 
pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Dengan demikian Pelawan tidak memiliki hubungan hukum lagi 
secara langsung dengan objek sengketa karena obyek sengketa tersebut telah 
menjadi milik Negara. Jaksa dalam perkara tersebut hanya sebagai pelaksana 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 




Eko Prayitno. Demands for Provisions to Postpone the Execution of the Auction 
for Crime Evidence (Judgment Study Number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs). Skripsi. 
Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 
2019. 
A lawsuit, in addition to the usual content of the lawsuit, there is also a 
request for a special suit regarding the subject matter of the case being challenged, 
with a request that an interlocutory decision be made on the case being challenged 
or a part of the defendant preceded the final decision, namely the provisional 
decision. Even though it is not regulated as a provision, it is better for the Judge in 
assessing the provisional claim to really pay attention to the urgency of the claim.  
This research aims to find out: (1) the legal provisions of the Provisional 
Claims in Indonesia, (2) the Legal Basis for Judges in Deciding the Provisional 
Decision to Postpone the Execution of the Execution Auction of Evidence of 
Crime in Decision Number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. This type of research is 
literature research with a normative legal research approach. The type of data used 
in this research is secondary data with the methods of collecting documentation 
data and literature study. The data analysis method used is qualitative normative 
which is carried out by entering certain articles into categories on the basis of 
basic definitions of the legal system.  
The results of this study concluded that 1) The provisions of the lawsuits 
for provisions in a positive manner in Indonesia can be found in legislation, both 
implicitly and explicitly as in the provisions of Article 180 paragraph (1) HIR 191 
paragraph (1) Rbg, then in the Civil Code, Article 53 Rv/Article 51 BRv 
Netherlands (Stb, 1847-52 yo Stb. 1849-63), Article 24 Government Regulation 
Number: 9 of 1975 which reads the same as the provisions of Articles 77 and 78 
of Law Number 7 of 1989, conception of the Bill on Law Civil Procedures, in 
Doctrine and SEMA as well as the Jurisprudence of the Supreme Court of the 
Republic of Indonesia. 2) The legal basis for the judge's consideration in deciding 
the provisional decision to postpone the execution of the auction for the execution 
of evidence of crime in decision number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs, namely the 
existence of a criminal case decision from the Brebes District Court Judge Council 
which has permanent legal force. Thus Pelawan no longer has a direct legal 
relationship with the object of the dispute because the object of the dispute has 
become the property of the State. The prosecutor in this case is only the executor 
of the court decision who has obtained permanent power.  
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners, and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal.  
 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 Bapak dan ibu penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan doa untuk 
kebaikan penulis dalam menempuh kehidupan dan juga memberikan semangat 
serta bantuan bak secara moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini. 
 Istri dan anakku tercinta yang telah memberikan kesempurnaan dalam hidup 
dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.  
 Saudara-saudara penulis, yang telah memberikan kebahagiaan hidup dan 
semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
 Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung 
dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.  







Lima kunci sukses:  
1. Punya kesadaran untuk sukses!  
2. Kebutuhan untuk sukses!  
3. Keputusan untuk sukses!  
4. Kesiapan untuk sukses!  
5. Perjuangan sampai sukses! 
(Andrie Wongso) 
 
Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, 
sampai kapan pun dia tidak akan menjadi orang berani.  
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menunda sejenak saja bisa menyelamatkan kamu dari keputusan yang disesali 
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A. Latar Belakang Masalah  
Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan 
dihormati oleh orang lain, maka diperlukan suatu aturan sebagai aturan main 
dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk menciptakan ketertiban dalam 
masyarakat. Hukum merupakan aturan yang mengikat masyarakat yang lahir 
dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada 
di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh 
organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan.1) 
Aktivitas kehidupan masyarakat memungkinkan terjadi pergesekan-
pergesekan yang bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. 
Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah 
dilanggar oleh orang lain. Oleh karena itu, suatu mekanisme hukum 
diperlukan untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu 
lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan 
hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini 
diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.2) 
Meknisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan.  
                                                 
1) Sugeng, Bambang & Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara 
Perdata, Surabaya: Kencana, 2009, hal. 1. 




Peradilan dalam hal ini yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit 
adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri 
sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun 
dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.3) Bagi para pihak 
yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya 
ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang 
berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang 
merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan 
sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan 
terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata. 
Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk 
gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. 
Perkembangannya praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan 
pengajuan gugatan secara lisan.4) Baik gugatan lisan maupun tertulis, 
keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan 
gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Bagi mereka 
yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara 
secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 
pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu 
yang dibuat oleh camat setempat.5) 
                                                 
3) Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006, 
hal. 5. 
4) Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2004, hal. 25. 




Kalau dalam suatu gugatan, di samping isi gugatan yang biasa, ada 
pula dimintakan suatu gugatan khusus mengenai pokok perkara yang digugat 
itu, dengan permohonan agar diambil dulu satu putusan sela tentang perkara 
yang digugat atau sebagian dari yang digugat mendahului putusan akhir, maka 
putusan sela ini disebut putusan provisi atau provisionele eis (bahasa Be-
landa) atau provisionil judgement (bahasa Inggris). 
Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan 
provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara 
diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan 
akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan 
pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan 
salah satu pihak yang berperkara.6) Misalnya dalam perkara nomor 4/Pdt.G/ 
2020/PN Bbs yang termasuk dalam perkara perdata pada tingkat pertama, 
dengan pokok perkara pada intinya bahwa Pelawan (PT. Trihamas Finance) 
adalah salah satu Perusahaan Swasta Berbadan Hukum yang bergerak dalam 
bidang usaha pembiayaan kepemilikan kendaraan mobil/kredit mobil dan 
pelayanan pemberian fasilitas kredit lainnya dengan ketentuan dan syarat yang 
telah ditentukan dan disepakati antara Debitur dan Kreditur dalam suatu 
perjanjian dengan Wandi Safangat Bin Karsidin (Terlawan II) selaku Debitur 
pada Perusahaan Pelawan. 
Berdasarkan perjanjian tersebut Pelawan adalah sebagai pemilik sah 
atas satu unit KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 
                                                 
6) Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia 




2005, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE349E5R078046, No. Mesin 4D34 
A22074, No. Pol. R1337LC, berikut satu STNK an. Ir. Zaenal Abidin, alamat 
Jalan Purwandaru RT.05/02 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga dan kunci kontak 
mobil truck, yang penguasaannya telah dialihkan berdasarkan perjanjian 
pembiayaan Investasi Pembayaran secara angsuran dengan penyerahan hak 
milik secara fiducia kepada seseorang bernama Wandi Safangat (Terlawan II), 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Investasi. Pembayaran 
secara angsuran dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 0580000504 
dan Sertifikat Fiducia No. W13.00333474. AH. 05.01 Tahun 2019.  
Namun kendaraan tersebut, oleh Terlawan I telah dijadikan barang 
bukti dalam perkara Nomor: 166/PID.SUS/ 2019/PN.Bbs atas nama terdakwa 
Wandi Safangat Bin Karsidin (Terlawan II) dan Dede Irawan Bin Tukinun. 
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls. IB yang dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut 
serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi 
secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sehingga barang bukti 
berupa: 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 tersebut di rampas untuk 
Negara. Terlawan I yang saat ini menguasai Unit Mobil dalam perkara 
tersebut akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit KBM merek 
Mitsubishi FE349 sebagai barang rampasan. Dalam gugatannya, Pelawan 
memohon untuk dijatuhkannya Putusan Provisi, untuk menunda pelaksanaan 
lelang/eksekusi atas barang bukti tersebut karena pelaksanaan lelang tersebut 




Putusan provisi dalam prakteknya sekalipun belum putusan akhir, oleh 
Hakim dibuat dalam putusan tersendiri dan meskipun hal tersebut 
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 185 HIR/196 RBg yang mengatur 
bahwa putusan-putusan yang bukan keputusan akhir tidak dibuat tersendiri, 
melainkan dimasukkan dalam berita acara persidangan. Ternyata dalam 
praktek putusan provisi setelah ada putusan akhir, dengan sendirinya 
dimasukkan menjadi satu dengan putusan akhir dengan jalan menguatkannya 
atau mencabutnya. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan 
provivisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (ex. Pasal 180 HIR). 
HIR sendiri tidak mengatur lebih jelas bilamana hakim harus mengabulkan 
atau menolak tuntutan dahulu (provisionele eis), sehingga hal demikian 
diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang bersangkutan. Meskipun 
demikian, menurut pendapat umum yang juga diikuti di dalam praktek 
pengadilan: Hakim tidak boleh memerintahkan dijalankannya putusan 
provisionil, jika hal itu tidak diminta oleh pihak yang berkepentingan. 
Sekalipun tidak diatur sebagai suatu ketentuan sebaiknya Hakim dalam 
menilai tuntutan provisi benar-benar memperhatikan urgensi tuntutan tersebut, 
apakah ada suatu kepentingan yang sangat mendesak untuk memperlindungi 
hak penggugat, jika harus menunggu pemeriksan pokok perkara yang bisa jadi 
berlarut-larut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 
tuntutan provisi dengan mengambil judul “Tuntutan Provisi Untuk Menunda 
Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Bukti Kejahatan (Studi Putusan 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar permasalahan yang 
akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai 
tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh 
penulis adalah: 
1. Bagaimana ketentuan hukum tuntutan provisi dalam hukup positif di 
Indonesia? 
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan 
provisi untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti 
kejahatan pada putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai melalui penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengkaji ketentuan hukum tuntutan provisi dalam hukup positif di 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan 
putusan provisi untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang 
bukti kejahatan pada putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 





1. Secara Teoritis,  
menambah wawasan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya ilmu 
hukum dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya 
serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya 
mengenai tuntutan provisi untuk menunda pelaksanan lelang eksekusi atas 
barang bukti kejahatan (barang rampasan), khususnya di perpustakaan 
Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 
masukan bagi pihak Kejaksaan dalam menyelidiki lebih detail terkait 
dengan kepemilikan barang bukti yang dijadikan sebagai alat untuk 
melakukan kejahatan sehingga tidak merugikan pihak-pihak pemilik 
barang bukti yang tidak terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.  
E. Tinjauan Pustaka  
Penelitian tentang tuntutan provisi dan pelaksanaan lelang barang 
rampasan (barang bukti kejahatan) sudah banyak dilakukan, namun dari 
penelitian yang penulis temui masih terdapat adanya perbedaan antara 
penelitian yang satu dengan penelitian lainnya dan penelitian ini. Beberapa 
penelitian terdahulu tentang hak tanggungan yang penulis temui, antara lain:  
1. Devi Marlita Martana. (2013). Tuntutan Provisi dalam gugatan 
Pelanggaran Merek pada Pengadilan Niaga. Jurnal Magister Hukum 
Udayana, Volume 2, Nomor 1, 2013. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendalami hukum acara Pengadilan 




provisi terkait gugatan pelanggaran merek dan yurisprudensi Pengadilan 
Niaga terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
hukum normatif berupa studi kepustakaan/dokumen yang menggunakan 
bahan hukum primer dan sekunder sebagai objek penelitian. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah 
mengatur tentang pungutan sementara. Gugatan sementara dapat diajukan 
oleh penggugat selama proses investigasi gugatan pelanggaran merek 
dagang di pengadilan niaga masih berlangsung. Dalam perkara perdata, 
dakwaan sementara tidak boleh menjadi dakwaan utama, akan tetapi 
dakwaan sementara yang diatur dalam Undang-Undang Merek sudah 
menyangkut dakwaan utama. Perbuatan yang dapat dimintakan dalam 
pengenaan biaya sementara menurut Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang 
Merek meliputi penghentian produksi, penghentian peredaran barang 
dan/atau jasa yang menggunakan merek Penggugat secara tidak sah.  
2. Eddy Rifai, Rakhmat Triyono. (2015). Eksekusi Barang Rampasan Hasil 
Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
021/PUU-III/2005. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015. 
Penelitian mengkaji perspektif eksekusi putusan pengadilan 
terhadap barang rampasan dari tindak pidana di bidang kehutanan. 
Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis 
empiris. Sumber data berasal dari dua sumber yaitu data lapangan dan data 
kepustakaan, sedangkan jenis data berupa data primer dan data sekunder. 




dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah 
peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang 
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan Untuk 
menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis 
kualitatif.  
Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang 
rampasan negara dari tindak pidana dibidang kehutanan, yang amar 
putusannya menyatakan barang dirampas untuk Negara tidak dapat 
dilakukan ekseskusi yaitu berupa pelelangan, karena peraturan perundang-
undangan melarang lelang hasil hutan yang diperoleh dari kejahatan di 
hutan lindung. Perspektif eksekusi putusan pengadilan terhadap barang 
rampasan hasil tindak pidana dibidang kehutanan adalah dengan hakim 
menggunakan terobosan berdasarkan hukum progresif, yaitu pengadilan 
memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi “Barang bukti dirampas 
untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”. 
3. Ferdian. (2019). Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas 
Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara Dan Lelang Padang. Soumatera Law Review, Volume 2, 
Nomor 1, 2019, E-ISSN: 2620-5904. 
Perampasan alat bukti harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 
hukum, azaz-azaz, dan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh hukum, 
sebagai suatu bentuk dari sebuah Negara Hukum yang mempunyai badan-




barang rampasan yang kemudian dilelang merupakan Objek Jaminan yang 
diikat dengan Fidusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, jenis penelitian bersifat deskriptif. Data sekunder adalah data 
yang diperlukan guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan dokumen dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan 
menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibahas.  
Hasil penelitian menjelaskan bahwa hakekat hukum barang 
rampasan yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus milik 
terdakwa dan benda yang dirampas harus mempunyai hubungan langsung 
dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pelaksanaan lelang terhadap 
objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan 
Pengadilan Negeri Padang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang Padang, Kejaksaan Negeri Padang selaku eksekutor pelaksana 
putusan hakim dan KPKNL selaku Institusi yang ditunjuk sebagai 
pelaksana lelang telah melaksanakan proses lelang yang telah sesuai 
dengan prosedur dan aturan yang berlaku, pelaksanaan lelang barang 
rampasan yang dilakukan memiliki mekanisme dan aturan tentang 
pelaksanaannya. Kepastian hukum terhadap pembeli lelang objek jaminan 
fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 
Padang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga 




Padang, masih belum dirasakan oleh pembeli lelang, terbukti adanya 
berbagai permasalan yang muncul setelah pembeli lelang dinyatakan 
sebagai pemenang lelang, dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan 
sampai dengan keamanan dalam pemanfatan kendaraan yang dibeli 
melalui proses lelang barang rampasan tersebut.  
4. Ilham Syahputra Prabandaru. (2018). Pelaksanaan Lelang Barang 
Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 
(Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). Journal Diversi, Volume 4, 
Nomor 1, April 2018: 28-51.  
Studi ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang rampasan 
berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan 
Negeri Kota Kediri). Latar belakang permasalahnnya adalah terkait 
pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota 
Kediri yang selama ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, namun efektifitas dari pelaksanaan itu sendiri bisa 
dikatakan tidak terlalu baik disebabkan beberapa faktor yang menjadi 
kendala didalamnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu 
dengan mengkaji dari ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang 
ada dimasyarakat. 
Hasil studi mengungkapkan bahwa lemahnya efektifitas dari 
pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut disebabkan oleh lamanya 




penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan tersebut serta faktor 
lainnya seperti tempat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL), Efektivitas kinerja KPKNL Wilayah Malang, biaya terhadap 
barang rampasan, nilai ekonomis barang rampasan. 
5. A Hashfi Luthfi, Ro’fah Setyowati, Siti Malikatun Badriyah. (2016). 
Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Lelang Dengan Tanpa Adanya Putusan 
Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Semarang). Jurnal Law Reform 
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016. 
Penulisan ini membahas mengenai masalah eksekusi lelang pada 
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang. Penulisan 
hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan 
eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah, hambatan 
apasaja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana 
penanggulangan terhadap hambatan-hambatan tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa eksekusi lelang pada sengketa ekonomi 
syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan dapat dilakukan parate 
eksekusi melalui balai lelang swasta atau dapat eksekusi berdasarkan title 
eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. 
Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan 
tidak memakan banyak biaya dari pada eksekusi dengan pertolongan 
hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. 




ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi 
pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Hal 
tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek 
Lelang yang dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita 
(beslag) oleh badan Peradilan. Sementara prosedur hukum untuk 
melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan 
sita terlebih dahulu oleh Pengadilan. Hambatan yang dihadapi Pengadilan 
Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan 
adalah karna adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang mencoba 
menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya 
perlawanan dari pihak ketiga. 
F. Metode Penelitian  
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. 
Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap 
data yang telah dikumpulkan dan diolah.7) Penelitian sebagai upaya untuk 
memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang 
dituangkan dalam metode ilmiah.8) Agar mendapatkan hasil yang maksimal, 
maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
 
                                                 
7)  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja 
Grafindo, 2011, hal. 1. 




1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan 
(library research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. 
Sumber datanya diperoleh melalui penelurusan dokumen terkait tuntutan 
provisi untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti 
kejahatan. Penulis juga meneliti bahan-bahan hukum sekunder berupa 
dokumen dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan. 
2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun 
secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang diteliti.9) Menurut Soerjono Soekanto 
dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: 
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 
b. Penelitian terhadap sistematik hukum; 
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; 
d. Perbandingan hukum; 
e. Sejarah hukum.10)  
                                                 
9) Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 52. 
10)  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 




Penelitian ini dilakukan menitikberatkan pada penelitian terhadap 
sistematik hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meninjau 
permasalahan hukum secara normatif terkait dengan tuntutan provisi untuk 
menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti kejahatan. 
Penelitian ini merupakan penerapan hukum terhadap konflik hukum yang 
diselesaikan melalui pengadilan. Penelitian ini dilakukan menganalisis 
dokumen yang berupu putusan sebagai data utamanya, didukung data 
sekunder terdiri dari bahan ukum primer dan bahan hukum sekunder. 
3. Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara 
langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi 
kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan 
perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta 
bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti.11) Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 
terdiri dari kaidah dasar.  
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian 
hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik 
                                                 




dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok 
bahasan. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu 
kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.12)  
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu 
suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan content analysis.13) Penulis melakukan studi dokumen 
atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, 
mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan 
perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya 
guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif 
kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang 
diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum 
yang relevan dengan pokok permasalahan. Analisis data merupakan tahap 
yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap 
ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. 
Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk 
                                                 
12) Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Op Cit., hlm. 13. 




mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi.14)  
Penulis melakukan penelitian normatif terhadap sistematik hukum, 
maka analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data 
dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya 
merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan 
konstruksi data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal 
tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar 
dari system hukum tersebut.15)  
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini memberikan gambaran secara garis 
besar isi dari skripsi, Adapun sistematika penulisan hukum dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan 
tentang barang bukti yang meliputi pengertian barang bukti, 
pengertian barang bukti kejahatan, rumah penyimpanan benda sitaan 
negara, perlindungan benda sitaan negara dan barang rampasan 
negara; tinjauan tentang eksekusi barang bukti kejahatan meliputi 
                                                 
14) Soekanto, Soerjono, Ibid., hlm. 251-255. 




pengertian lelang, jenis-jenis lelang, lelang eksekusi terhadap barang 
bukti kejahatan; dan tinjauan tentang tuntutan provisi.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas terkait 
dengan rumusan masalah antara lain ketentuan hukum tuntan provisi 
dalam hukum positif di Indonesia dan dasar hukum pertimbangan 
hakim dalam memutuskan putusan provisi pada putusan nomor 
4/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
Bab IV Penutup. Bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan tentang Barang Bukti Kejahatan (Barang Rampasan) 
1. Pengertian Barang Bukti 
Hukum acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang 
berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti (bewijsmiddel) 
bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan 
penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan 
keterangan dan penjelasan yang diberikan alatbukti itulah hakim melakukan 
penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.16) 
Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara, 
karena dalam acara inilah apa yang didalilkan para pihak dibuktika. Maka 
membuktikan ialah menyakinkan hakim mengenai dalil-dalil para pihak yang 
dikemukakan dalam suatu persidangan.17) Pembuktian merupakan titik 
sentralpemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah 
ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara 
yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-
alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim 
                                                 
16) Harahap, M.Yahya, Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 554. 
17) Sinaga, V. Harlen, Hukum Acara Perdata dengan Permasalahan Hukum Materiil, 




membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak 
boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.18) 
Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan 
pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas 
yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang 
hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang 
harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan 
berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang 
dibenarkan sistem pembuktian.19) 
Sistem pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil 
yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, 
merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan. Di 
dalamnya terkait era persoalan hak-hak hukum dan bahkan hak asasi setiap 
orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan pelanggaran 
hukum. Lebih-lebih dalam hukum pidana, dimana seseorang dapat didakwa 
telah melakukan perbuatan pidana tertentu, yang apabiladidasarkan alat-alat 
bukti yang diajukan disertai dengan keyakinan hakim menyatakan bersalah, 
padahal sebenaarnya ia tak bersalah, sehingga putusan hakim pembuktian 
yang dilakukan itu dapat menyebabkan orang yang bersalah bebas tanpa 
ganjaran, sedangkan orang yang sama sekali tidak bersalah menjadi terpidana 
dengan cara yang sangat tidak adil. Oleh sebab itu, metode pembuktian yang 
                                                 
18) Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013, hal. 273. 




dikembangkan oleh hakim, haruslah benar-benar dapat dipertanggung 
jawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan.20) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Pasal 184 
KUHAP menentukan bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana terdiri atas 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk Keterangan terdakwa.21) 
Alat bukti lain adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, 
dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Alat bukti yang bersifat 
elektronik ini sebenarnya memang sesuatu yang masih baru.Oleh karena itu 
dalam praktik belum semua orang mengakuinya sebagai alat bukti.22) 
Barang bukti yang dalam amar putusan memuat bahwa barang tersebut 
dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat Berita Acara 
Pengambilan Benda Sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang 
berdasarkan amar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan surat perintah 
pemusnahan maka diterbitkan surat perintah pemusnahan barang rampasan 
yang selanjutnya jaksa yang mengemban surat perintah tersebut membuat 
Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.  
Barang sitaan yang dirampas untuk negara maka jaksa menguasakan 
barang tersebut kepada kantor lelang negara yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, 
sudah melaksanakan pelelangan. Jika pelelangan belum juga terlaksana maka 
dapat diperpanjang untuk waktu 1 bulan lagi (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). 
Agar dalam amar putusan hakim tidak keliru menerapkan Pasal 273 ayat 3 
                                                 
20) Asshiddiqie, Jimly, HukumAcara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, 
2010, hal. 139. 
21) Ibid., hal. 149. 




KUHAP diterbitkan SEMA No.24 Tahun 1983 (tanggal Desember 1983) yang 
memuat bahwa amar putusan pengadilan tidak perlu memuat kata-kata “untuk 
dijual lelang”. Dengan demikian cukup memuat: “dirampas untuk Negara”. 
Ketentuan yang hampir sama ditemukan dalam Pasal 46 ayat 1 
KUHAP, yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan 
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, 
atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila 
kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi perkara 
tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak 
merupakan tindak pidana; perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan 
umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu 
diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu 
tindak pidana. Pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud Pasal 46 
ayat 1 tersebut, adalah pengembalian barng bukti dala hal perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. 
2. Pengertian Barang Bukti Kejahatan  
Ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat perampasan barang-barang tertentu 
yang pada praktiknya dapat terjadi apabila suatu tindak pidana dilakukan 
dengan suatu benda baik merupakan benda yang telah dihasilkan oleh suatu 
kejahatan, maupun merupakan benda yang telah digunakan untuk melakukan 
suatu kejahatan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: 1) Barang-barang 




dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; 2) Dalam hal 
pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena 
pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang 
ditentukan dalam undang-undang; dan 3) Perampasan dapat dilakukan 
terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanya atas barang-barang yang telah disita. 
a. Barang Sitaan 
Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, 
tidak termasuk benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, 
dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk 
dimusnahkan. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan 
penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut 
dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu 
dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai 
tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan 
sebagai barang bukti dalam perkara lain. Benda sitaan yang sifatnya 
terlarang adalah: 
1) Benda teralarang, seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan 
kimia tertentu, dan lain-lain. 
2) Benda yang dilarang untuk diedarkan seperti narkotika, buku atau 
majalah dan film porno, uang palsu dan lain-lain.23) 
                                                 




Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai 
dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut 
dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Benda sitaan disimpan 
dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara “Rupbasan”. Dalam hal 
benda sitaan dan barang rampasan negara tidak memungkinkan untuk 
disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menentukan cara 
penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada tempat lain. 
Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama 
ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya 
barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke 
pengadilan. Barang sitaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah barang-
barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana, mengingat 
penyitaan sering dijumpai dalam perkara perdata, misalnya terkait hal 
hutang piutang. Dalam perkata perdata, jika sesudah lewat waktu yang 
ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau jika pihak yang 
dikalahkan tersebut, sesudah dipanggil dengan patut tidak juga 
menghadap, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberikan 
perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang tidak tetap barang 
bergerak dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, 
maka barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga 
dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan 




Surat perintah inilah yang lazim disebut ”penetapan” atau yang biasa 
disebut suatu penetapan perintah eksekusi. 
Surat penetapan ini menjamin sahnya perintah menjalankan 
eksekusi, baik terhadap panitera atau juru sita yang mendapat perintah 
maupun pihak yang kalah tereksekusi. Tanpa surat penetapan, pihak yang 
kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru 
sita. Bahkan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan liar. 
Sedangkan yang dimaksud barang sitaan yang dieksekusi lelang Kejaksaan 
adalah barang-barang sitaan yang merupakan barang bukti dalam perkara 
pidana, karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, berbahaya atau 
biaya penyimpannya terlalu tinggi, maka dapat dilelang mendahului 
Keputusan Pengadilan berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana KUHAP. 
Barang sitaan yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu 
gergajian yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak busuk dan biaya 
penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara 
memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang. Lelang barang bukti 
sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung, 
dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Dalam 
Pasal 46 KUHAP dinyatakan: 
1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau 
kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau 




a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 
b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau 
ternyata tidak merupakan tindak pidana; 
c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau 
perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu 
diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana. 
2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan 
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam 
putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu 
dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan 
sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih 
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Selanjutnya, 
barang sitaan sebagai barang bukti tersebut dapat menjadi barang 
rampasan. 
Pasal 1 KUHP, bahwa barang kepunyaan si terhukum yang 
diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk 
melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara. Barang sitaan yang 
digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi 
barang rampasan kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi 
oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu 
kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan 




Barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang 
tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku. Jadi, jika barang 
sitaan itu walaupun dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak 
pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut 
bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut bukanlah milik 
terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya 
sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali 
dalam hal ini dengan demikian dari uraian di atas, barang sitaan yang 
dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang 
sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara 
tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang 
yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan 
yang tinggi dan uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang 
bukti dalam perkara pidana tersebut. 
b. Barang Rampasan 
Barang Rampasan dalam Pasal 1 angka (4) Permenkumham No. 16 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan 
Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.24) 
Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang 
bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan 
                                                 
24) Hasanah, Sovia, “Perbedaan Antara Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara”, 
Online: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-




oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan juga 
barang rampasan pula dapat dipertanggung jawabkan. Barang rampasan 
ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, 
tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti 
yang dijelaskan di dalam point 9 Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/ 
1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan menyebutkan bahwa 
“Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam suatu putusan 
pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara 
terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan terdesak.” 
Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung 
Nomor KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di 
dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis-jenis 
barang rampasan, yaitu: 
a. Barang-barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang 
untuk diedarkan. Maksud dari barang-barang yang dikenakan larangan 
import dan dilarang untuk diedarkan adalah barang-barang yang 
padasaat penerimaannya tidak memiliki dokumen-dokumen atau surat-
surat yang lengkap, yang juga diperkirakan merupakan barang 
selundupan. 
b. Barang-barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara 
atau sosial. Maksud dari barang-barang tersebut yaitu barang yang 





c. Barang-barang rampasan yang dimusnahkan. Maksud dari barang-
barang tersebut adalah barang yang keberadaanya tidak dapat 
dimanfaatkan untuk Negara atau social dan malah justru membuat 
dampak buruk pada Negara atau sosial.  
Penyelesaian barang rampasan Negara diatur dalam Pasal 3 
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 
yaitu dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara 
atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau 
dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. 
Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan juga diatur dalam 
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 
pada Pasal4 yaitu dibatasi selambat-lambatnya 4 bulan semenjak putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tenggang waktu 
tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk 
menaatinya. Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan:  
a. Pasal 273 Ayat (3) “Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa 
barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana 
tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasakan benda tersebut kepada 
Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual 
lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama 
jaksa.”  
b. Pasal 273 Ayat (4) “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) 




3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara  
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan 
adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses 
peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan 
apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan 
ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam 
pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan 
hakim.25) 
Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang 
bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran 
barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara 
tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh jaksa, dan disaksikan 
oleh Kepala Rupbasan.  
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan 
disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam 
ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan 
dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan 
                                                 
25) https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Penyimpanan_Benda_Sitaan_Negara, Online: 




barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas 
berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa:  
a.  Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus 
disimpan di Rupbasan. 
b.  Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan oeh 
negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. 
c.  Dari fungsi kelembagaan Rupbasan merupakan pusat penyimpanan benda 
sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia. 
d.  Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam 
Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan 
kepada Kepala Rupbasan (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983). 
Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara, tanggal 20 September 1985 dilingkungan Departemen Kehakiman 
secara yuridis terdapat 35 Rupbasan Kelas I dan 175 Rupbasan kelas II. 
Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 62 
Rupbasan, yaitu 35 Rupbasan Kelas I dan 27 Rupbasan Kelas II.  
Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di 
Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-
01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan 




Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terdapat 
Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan 
standardisasi, memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan benda 
sitaan negara dan baang rampasan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan Benda 
Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, yang dalam hal ini disebut 
Direktorat Pengelolaan Basan Dan Baran.  
4. Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara  
Rumah penyimpanan benda sitaan negara ialah unit pelaksana teknis 
dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM 
berfungsi: a) Tempat benda sitaan negara disimpan dan dipelihara sehingga 
terjamin keutuhannya, dan b) Barang yang dirampas oleh dan untuk negara. 
Disamping itu, Rupbasan juga mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan Negara. 
Fungsi lain dari Rupbasan antara lain: a) Melaksanakan pengadministrasian 
benda sitaan dan barang rampasan Negara, b) Melakukan pemeliharaan dan 
mutasi ben-da sitaan dan barang rampasan Negara, c) Melakukan pengamanan 
dan pengelolaan Rupbasan, dan d) Melakukan urusan tata usaha.26)  
Tujuan perlindungan terhadap benda sitaan dan barang rampasan 
Negara untuk menjaga keutuhan barang bukti sehingga sewaktu-waktu barang 
bukti tersebut diperlukan dalam suatu proses pidana barang bukti tersebut 
masih dalam keadaan seperti sedia kala. Adapun bentuk proses pengelolaan 
                                                 
26) Kadir, Nugraha Abdul & Nufus, Chaerani, “Perlindungan Benda Sitaan Negara dan 
Barang Rampasan Negara dalam Proses Peradilan Pidana”, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 1, 




terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara dibagi dalam 
beberapa kegiatan yaitu kegiatan penerimaan Prosedur peneri-maan yang 
harus dilaksanakan antara lain:  
a. Penerimaan benda sitaan dan barang rampasan negara dilakukan di 
Rupbasan kecuali barang yang bersifat khusus.  
b. Dalam penerimaan benda sitaan/barang rampasan negara petugas 
Rupbasan wajib melakukan penelitian terhadap surat surat penyitaan 
sebagai dasar penerimaan, penyimpanan benda sitaan/barang rampasan 
negara yaitu: 1) Surat pengantar dari instansi yang berwenang, 2) Surat 
izin penyitaan/persetujuan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri, dan 3) 
Berita acara penyitaan.  
c. Petugas penerima melakukan pencocokan jumlah, jenis basan/baran yang 
diterima sesuai dengan berita acara penitipan.  
d. Petugas penerima menyerahkan barang sitaan negara (basan) atau barang 
rampasan negara (baran) kepada petugas peneliti melakukan penelitian 
terhadap benda sitaan yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah, kapal, 
laut dan benda bergerak yang tidak mungkin disimpan di Rupbasan), maka 
setelah petugas penerima memeriksa surat-surat lalu mencocokannya 
ditempat dimana benda sitaan tersebut berada bersama-sama dengan 
petugas peneliti dan pejabat yang menyerahkannya.  
e. Sebagai kelengkapan dokumen, petugas dapat mengambil photo atas 
benda sitaan tidak bergerak tersebut yang berada di luar/tidak disimpan 




f. Setelah pemeriksaan, pencocokan, atau kegiatan penelitian serta 
pemotretan selesai maka petugas peneliti membuat berita acara penelitian 
dengan dilampiri spesifikasi hasil identifikasi benda sitaan. Berita acara 
pene-rimaan akan berguna sebagai tanda terima bagi pejabat yang 
menyerahkan benda sitaan oleh karena itu berita acara harus me-muat 
antara lain: 
1) Hari, Tanggal bulan, tahun dan jam berapa serta tempat dimana berita 
acara ditanda tangani.  
2) Identitas lengkap pejabat yang menyerahkan (pihak I).  
3) Identitas lengkap petugas penerima Rupbasan (pihak II).  
4) Tanggal dan nomor surat perintah/izin penyitaan.  
5) Tanggal dan nomor berita acara penelitian yang lengkap menyebutkan 
jenis/nama benda sitaan, mutu dan jumlah serta spesifikasinya.  
6) Tanda tangan pihak I dan pihak II.  
7) Nama dan tanda tangan saksi masing-masing dua orang dari pihak I 
maupun pihak II.  
8) Tanda tangan, cap dinas, nama dan NIP Kepala Rupbasan.27) 
B. Lelang Eksekusi Barang Bukti Kejahatan  
1. Pengertian Lelang 
Kata lelang diambil dari kata adalah Auctio, yang artinya peningkatan 
secara bertahap. Berbeda dengan jual beli, lelang merupakan penjualan umum 
atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga 
                                                 




penawaran yang meningkat atau menurun atau kepada orang yang diundang 
atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau 
diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, 
menyetujui harga yang ditawarkan. Menurut Pasal 1 sub 17 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara 
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan 
peminat atau calon pembeli. 
Definisi lainya juga terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang, disebutkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka 
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang 
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang 
didahului dengan pengumuman lelang. 
Lelang atau penjualan di muka umum adalah suatu penjualan barang 
yang dilakukan di depan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang 
ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.28) Lelang 
mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi jual beli adanya 
subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual 
dan pembeli tentang barang dan harga. adanya hak dan kewajiban yang timbul 
antara pihak penjual dan pembeli. 
                                                 
28) Salim, H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 




Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa lelang itu 
haruslah dilakukan di muka umum dan diumumkan melalui media massa 
maupun media elektronik serta adanya peserta lelang yang berasal dari 
beberapa masyarakat yang berminat terhadap barang-barang rampasan yang 
akan dilakukan pelelangan dan adanya penawaran harga dari barang rampasan 
tersebut. Adapun pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut 
peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh 
atau sistem lelang dihadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga 
kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis 
yang didahului dengan pengumuman lelang. 
2. Jenis-Jenis Lelang 
Jenis lelang berbeda satu sama lain sesuai dengan kategorinya, namun 
secara garis besar, jenis lelang dapat di kelompokkan sebagai berikut:  
a. Lelang Eksekusi  
1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Adalah 
pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Urusan Piutang 
Negara (PUPN)/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) 
dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas 
barang jaminan/sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar 
hutangnya kepadanegara berdasarkan Undang-Undang No. 49 tahun 
1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara. Lelang benda yang 




daribenda-benda jaminan si debitur kepada badan pemerintah atau 
kepada BUMN atau kepada BUMD, dan sebagainya.  
2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri. Adalah lelang yang diminta oleh 
panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk melaksanakan 
keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan pasti, khususnya 
dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh 
pemegang hak tanggungan telah diminta fiat (persetujuan resmi) 
eksekusi kepada ketua pengadilan.29) 
3) Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah). Lelang sita 
pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan 
piutang pajak terhadap negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. 
Dasar hukum dari pelaksaan lelang ini adalah Undang-Undang No. 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam 
praktek, lelangsita pajak lebih sering semacam shock therapy bagi para 
wajib. pajak, agar mereka segera membayar pajak tunggakan yang 
terhutang. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaaan wajib 
pajak yang disita oleh juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya 
digunakan untuk melunasi pajak yang terutang dan disetor dalam kas 
negara, sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada wajib pajak. 
Lelang eksekusi pajak ini tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 
penanggung pajak.30) 
                                                 
29) Sianturi, Purnama T., Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak 
Bergerak Melalui Lelang, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 57. 





4) Lelang Eksekusi Harta Pailit. Adalah Lelang yang dilakukanoleh 
pejabat lelang kelas I atas perintah putusan Pengadilan Niaga yang 
dinyatakan Pailit, dalam haladanya gugatan terhadap suatu Badan 
Hukum (termasuk Perseroan) dimana debitur tidak dapat membayar 
utang-utangnya terhadap kreditur. 
5) Lelang Eksekusi Barang temuan, sitaan, dan rampasan kejaksaan/ 
penyidik. Lelang barang temuan adalah barang-barang yang ditemukan 
oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak 
ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Barang temuan kebanyakan 
berupa hasil hutan yang disita oleh penyidik tetapi tidak ditemukan 
tersangkanya dan telah diumumkan secara patut, tetapi tidak ada yang 
mengaku sebagai pemiliknya. Lelang barang sitaan adalah lelang 
terhadap barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara 
pidana yang karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, dan 
berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dijual 
mendahului keputusan pengadilan berdasarkan Pasal 45 KUHP setelah 
mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat perkara berlangsung. 
Uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Lelang 
barang rampasan adalah Lelang benda yang berasal dari rampasan 
suatu perkara pidana dan lelang benda rampasan itu hasilnya 
disetorkan pada kas Negara sebagai hasil penerimaan APBN. 
6) Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. Adalah lelang terhadapobjek fidusia 




Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
Kreditor tidak perlu meminta persetujuan resmi eksekusi dari Ketua 
Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang jaminan 
kredit yang diikat fidusia, jika debitor cedera janji atau wanprestasi.31) 
7) Lelang Eksekusi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lelang ini 
merupakan lelang barang tak bertuan dapat diadakan terhadap barang 
yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan 
barang yang menjadi milik Negara yang merupakan pengelompokan 
menurut Direktorat Bea dan Cukai.  
b. Lelang Non-Eksekusi Wajib 
Merupakan lelang barang inventaris instansi pemerintah 
pusat/daerah dalam rangka penghapusan barang milik/dikuasai negara 
yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki 
suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual 
secara lelang. Barang yang dimiliki negaraadalah barang yang 
pengadaannya bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBD, serta 
sumber-sumber lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.32) 
c. Lelang Non-Eksekusi Sukarela 
1) Lelang Sukarela Barang Milik Swasta. Adalah jenis pelayanan lelang 
atas permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis pelayanan ini 
sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk 
                                                 
31) Ibid., hal. 60. 




jual beli individual/jual beli biasa yang dikenal di masyarakat. Lelang 
sukarela saat ini sudah berjalan antara lain lelang barang seni seperti 
carpet dan lukisan, serta lelang sukarela yang diadakan Balai Lelang. 
2) Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero. Pasal 37 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun1998 tentang Perusahaan 
Perseroan (Persero) mengatur, bagi persero tidak berlaku Instruksi 
Presiden Nomor 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindah tanganan 
Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara, yang harus melalui 
Kantor Lelang. Dalam penjelasan Pasal 37 dinyatakan guna 
memberikan keleluasaan pada Persero dan Persero Terbuka dalam 
melaksakan usahanya, maka penjualan dan pengalihan barang yang 
dimiliki/dikuasai Negara, dinyatakan tidak berlaku. Persero tidak wajib 
menjual barangnya melalui lelang ataudapat menjual barang asetnya 
tanpa melalui lelang. Jika persero memilih cara penjualan lelang, maka 
lelang tersebut termasuk jenis lelang sukarela. 
d. Lelang Online 
Lelang secara online dilaksanakan dengan penawaran secara 
tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email 
(ALE). ALE dapat dibuka pada alamat domain https://www.lelangdjkn. 
kemenkeu.go.id dengan tata cara sebagai berikut: 
1) Peserta lelang harus sign in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau 
sign up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain 




Ada beberapa data yang harus dilengkapi dalam proses registrasi 
tersebut sehingga email yang didaftarkan harus valid. 
2) Peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat 
email masing-masing. Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan 
username. 
3) Setelah aktif, peserta lelang memilih jenis objek lelang pada katalog 
yang tersedia. 
4) Setelah memastikan jenis objek lelang yang dipilihnya, peserta lelang 
diwajibkan untuk mendaftarkan nomor identitas KTP dan NPWP serta 
menggunggah softcopynya, dan juga mendaftarkan nomor rekening 
bank atas nama peserta lelang guna kepentingan pengembalian uang 
jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang. 
5) Peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) atau 
nomor rekening sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang nomor 
VA dapat dilihat dalam menu “Status Lelang” pada ALE sesuai 
username masing-masing. 
6) Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan jumlah/ 
nominan yang telah disaratkan penjual dan paling lambat 1 (satu) hari 
sebelum pelaksanaan lelang. 
7) Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor VA masing-
masing peserta lelang dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur 




8) Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan penjual dan 
peserta lelang dinyatakan bersih dari daftar pihak yang dikenai sanksi 
tidak diperbolehkan mengikuti lelang, maka peserta lelang akan 
memperoleh kode token yang akan digunakan untuk menawar objek 
lelang yang dikirimkan keemail masing-masing. 
9) Penawaran diajukan dengan cara menekan tombol “tawar (bid)” dalam 
menu “status lelang” pada ALE. Penawaran dapat diajukan berkali-kali 
sampai batas waktu penawaran ditutup. 
10) Setelah penawaran lelang berakhir, seluruh penawaran lelang 
direkapitulasi oleh ALE dan dapat dilihat oleh peserta lelangpada 
ALE. Seluruh peserta lelang (baik pemenang maupun peserta lelang) 
akan mendapatkan informasi melalui emailmasing-masing mengenai 
hak dan kewajibannya. 
11) Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, sedangkan 
pengembalian uang jaminan peserta lelangyang tidak ditunjuk sebagai 
pemenang dilakukan saat itu juga.Setiap pelunasan dan pengembalian 
uang jaminan ditujukan kenomor VA masing-masing.33) 
Balai Lelang yang bertindak sebagai penjual, maka syarat dan 
ketentuan ditentukan oleh Balai Lelang tersebut yang dapat dilihat di website 
masing-masing Balai Lelang. Sedangkan untuk prosedur ataupun tata cara 
pelaksanaannya sama seperti tata cara pelaksanaan lelang online oleh Kantor 
                                                 
33) DJKN, “Tata Cara Lelang Online”, Online: https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ 




Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dan untuk barang yang 
berada di luar kedudukan pembeli lelang maka pengirimannya dilakukan 
sesuai permintaan pembeli dimana seluruh biaya ditanggung oleh pembeli. 
Persamaan mendasar dari tiap-tiap jenis lelang tersebut terletak pada 
pihak yang terlibat di dalamnya serta prosedur pelaksanaan lelang tersebut. 
Dalam semua jenis lelang harus ada Penjual/Pemilik barang, peserta lelang, 
dan Pejabat Lelang, tapi pengecualian untuk Pejabat Lelang yaitu bahwa 
dalam Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib yang berwenang 
adalah Pejabat Lelang Kelas I, dan untuk Lelang Non Eksekusi Sukarela yang 
berwenang adalah Pejabat Lelang Kelas II. Sedangkan untuk perbedaannya 
terletak pada objek lelang dan syarat dari masing-masing jenis lelang tersebut. 
3. Lelang Eksekusi terhadap Barang Bukti Kejahatan  
Benda Sitaan Negara merupakan benda yang disita oleh negara untuk 
keperluan proses peradilan. Sedangkan Barang Rampasan Negara adalah 
benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Benda sitaan negara dan 
barang rampasan negara harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara (Rupbasan). Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. 
Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik 
seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian 
di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang 
yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya 




dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang 
menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.37  
Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka 
umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang 
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang 
didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu dan dilakukan oleh dan 
atau di hadapan Pejabat Lelang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri 
Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang. Penyitaan diatur dalam Pasal 1 
angka 16 KUHAP serta dalam Bab V Bagian Keempat dan sebagian dalam 
Bab XIV KUHAP. M Yahya Harahap menyatakan bahwa yang dimaksud 
penyitaan dalam KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk 
mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang 
tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan 
dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-
undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di 
bawah kekuasaannya.” Dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat 
disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-
benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dimusnahkan.  
Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, 
maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan 
yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) 
KUHAP. Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, 




untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya 
menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses 
pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara. Pasal 39 KUHP ada 2 
jenis barang yang dapat dirampas, yaitu: 
a. Barang yang dirampas dari suatu kejahatan. Misal: Uang palsu yang 
diperoleh karena kejahatan. Barang-barang ini disebut dengan Corpora 
Deliari. 
b. Barang yang digunakan untuk suatu kejahatan. Misal: Pisau/senpi yang 
digunakan untuk membunuh. Barang-barang ini disebut dengan 
Intrumenta Deliari. 
Pasal 39 KUHP ini memiliki 3 petunjuk data yaitu yang dapat 
dirampas adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang 
digunakan untuk kejahatan, Hanya untuk kejahatan saja tidak untuk 
pelanggaran, dan Barang yang dirampas milik yang terpidana saja. Rumah 
penyimpanan benda sitaan negara memiliki prosedur dalam proses eksekusi 
benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Proses eksekusi termasuk 
dalam proses pengeluaran dan pemusnahan barang/barang yang akan 
dilakukan oleh petugas Rumah penyimpanan benda sitaan negara. 
Pengeluaran yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan pengeluaran 
basan/baran yang dilakukan sebelum adanya putusan maupun sesudah adanya 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan 
pemusnahan adalah rangkaian kegiatan untuk meniadakan fisik barang/barang 




Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 Pasal 11 
sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk 
Negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak terpakai lagi, 
hanya dapat dilakukan Kepala Rumah penyimpanan benda sitaan negara 
didasarkan putusan pengadilan: 
a. Benda sitaan dirampas untuk Negara, dan 
b. Benda sitaan dirampas untuk dimusnahkan. 
Putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan 
pertama akan melakukan eksekusi (Pasal 270 KUHAP). Akan tetapi, 
adakalanya jaksa tidak dapat melakukan eksekusi atau hak eksekusi telah 
habis sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat 
dilakukan untuk selama-lamanya. Hal ini dapat terjadi karena hal-hal berikut: 
a. Kematian terpidana. Doktrin menganut paham bahwa hukuman atau 
pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana atau si 
terhukum, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris. Dengan 
demikian, jika terpidana meninggal dunia, hak eksekusi tidak dapat 
dilakukan. 
b. Daluwarsa. Ketentuan tentang daluwarsa hak eksekusi dimuat dalam Pasal 
84 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 1). Hak menjalankan hukuman 
hilang karena daluwarsa; 2) Tenggang daluwarsa ini untuk pelanggaran-
pelanggaran lamanya dua tahun. Untuk kejahatan yang dilakukan dengan 
alat percetakan lamanya lima tahun, dan untuk kejahatan lain lamanya 




sepertiga; 3) Tenggang daluwarsa ini sekali-kali tidak boleh kurang dari 
lamanya hukuman yang telah dijatuhkan; dan d) Hukuman mati tidak kena 
daluwarsa. Berkenaan dengan Pasal 84 ayat (3) KUHP, menjadi kabur jika 
terpidana dijatuhkan hukuman seumur hidup. 
c. Grasi. Ketentuan tentang grasi dimuat dalam Pasal 14 UUD 1945. 
Pengertian grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk 
menghapuskan seluruh hukuman yang telah dijatuhkan hakim atau 
mengurangi hukuman atau menukar hukuman pokok yang berat dengan 
suatu hukuman yang lebih ringan. Dahulu grasi ini merupakan hak raja 
sehingga dianggap sebagai anugerah raja. Akan tetapi, pada saat ini grasi 
merupakan suatu alat untuk menghapuskan suatu yang dirasa tidak adil 
jika hukum yang berlaku menimbulkan kekurangan keadilan. 
Berdasarkan hal tersebut, dengan merujuk kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang, yaitu: 
a. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan 
Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain dalam undang-undang; 
b. Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh Penjual dan Peserta 
Lelang; 
c. Dilaksanakan pada jam dan hari kerja yang telah ditentukan dan bertempat 
di wilayah jabatan Pejabat Lelang kelas II; 
d. Adanya uang jaminan penawaran yang disetorkan kepada kantor lelang, 





e. Adanya nilai limit; 
f. Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang; 
g. Penjual barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asli 
kepemilikan kepada Pejabat Lelang, kecuali terhadap lelang eksekusi yang 
menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan 
meskipun dokumen asli kepemilikannya tidak dikuasai Penjual, kemudian 
memperlihatkannya kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan dimulai; 
h. Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai 
mapun cek atau giro maksimal 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang;  
i. Pelaksanaan lelang wajib dituangkan dalam berita acara lelang. 
Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan hal di atas, maka proses lelang 
eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan terhadap barang-barang rampasan 
sebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan lelang 
terhadap barang rampasan, telah ada aturan tentang pelaksanaannya, mulai 
dari penyitaan barang bukti yang telah digunakan sebagai alat bukti untuk 
penyidik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, lalu dilimpahkan kepada pihak 
Kejaksaan, kemudian dilakukan penyerahan barang bukti ke pihak Pengadilan 
untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga adanya keputusan hakim yang 
menyatakan barang yang menjadi barang rampasan tersebut, dirampas untuk 






C. Tuntutan Provisi 
Istilah provisionil pada dasarnya dikenal dengan provisionileis vonnis, 
putusan takdim, provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich 
ainstwelling, bij vooraad, dan lain sebagainya.34) Istilah-istilah tersebut pada 
intinya menjelaskan bahwa Putusan Provisionil adalah putusan yang sifatnya 
sangat segera dan mendesak dilakukan hakim terhadap salah satu pihak dan 
bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan.35) 
Pendapat lain juga menjelaskan yang dimaksud dengan Putusan 
Provisi atau provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan 
tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan 
pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. 
Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan 
dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisi ini 
tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir. Di 
dalam hukum acara perdata, selain putusan provisi terdapat putusan 
praeparatoir yaitu putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan 
perkara. Juga terdapat putusan insidentil, yaitu putusan sela yang diambil jika 
terdapat insiden seperti misalkan memperbolehkan seseorang masuk dalam 
perkara, atau atau adanya penggabungan gugatan yang harus segera diputus, 
dan lain sebagainya.36) 
                                                 
34) Mulyadi, Lilik, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 
(Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya), Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hal. 28-29. 
35) Ibid., hal. 25. 
36) Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam 




Tuntutan provisi ini sebenarnya lazim dikenal dalam praktek hukum 
acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar 
mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah 
suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan 
pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya 
tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu 
sedangkan perkara masih sedang berjalan. Hal ini dapat ditemukan pada 
Penjelasan Pasal 185 HIR yang menyatakan bahwa “Putusan provisionil yaitu 
keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan 
menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-
tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah 
pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan 
singkat.” 
Tidak hanya dalam hukum acara perdata, tuntutan provisionil dapat 
ditemui juga dalam aturan arbitrase yang terletak pada Pasal 32 ayat (1) 
Undang-Undang No. 30/1999, yaitu: “Atas permohonan salah satu pihak, 
arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau 
putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan 
sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang 
kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.” 
Sementara dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, provisi 
sebenarnya hanya dikenal dalam perkara sengketa kewenangan lembaga 




mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau 
termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang 
dipersengketakan sampai ada putusan MK.  
Sejarah Mahkamah Konstitusi, tercatat hanya beberapat kali 
permohonan putusan provisi, diantaranya yang diajukan oleh Amrozi dkk 
dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima 
permohonan tersebut. MK mempertimbangkan: Undang-Undang MK tidak 
mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang; dalam setiap 
pengujian undang-undang, undang-undang yang diuji tersebut tetap berlaku 
sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, permohonan provisi 
dikenal dalam sengketa kewenagan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 
63 Undang-Undang MK; bahwa mekanisme permohonan provisi sifatnya 
harus penting dan mendesak; dan permohonan provisi adalah permohonan 
yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok 
permohonan. Sehingga MK mengganggap permohonan provisi yang diajukan 
tidak berdasar dan beralasan hukum (Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008, 
tanggal 21 Oktober 2008). 
Perkembangan selanjutnya, terdapat dalam permohonan pengujian 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Bibit-Chandra, MK 
mengabulkan sebagian permohonan provisi yang diajukan dan menolak 




dengan pengujian undang-undang, yakni menunda penerapan Pasal 32 Ayat 
(1) huruf c Jo Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang KPK oleh Presiden, yakni 
tindakan administratif berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi 
terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam Putusannya No. 
133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang KPK terhadap UUD 1945, MK memberikan pertimbangan sebagai 
berikut: Meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum 
acara perdata, namun hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mengatur 
permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah 
dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau 
termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang 
dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika 
diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan 
Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur 
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam 
hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 
86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum 
melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. 
Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, 
berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 




kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di 
dalam permohonan provisi.” 
 “...Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan 
provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan 
perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa 
keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan 
putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek 
keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang 
dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan 
putusan sela.” 
Putusan provisi tersebut baru pertama kali dalam sejarah MK 
permintaan provisi dikabulkan dalam pengujian Undang-Undang. Walaupun 
Undang-Undang MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan 
Provisi, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk 
mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal 
ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 
yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi 
pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Ketentuan Hukum Tuntutan Provisi dalam Hukup Positif di Indonesia 
Istilah permohonan Provisionil dalam literatur maupun dalam praktik 
peradilan ditemukan berbagai kosa kata yang dipergunakan untuk 
menyebutkan istilah provisionil. Menurut kamus hukum Belanda-Indonesia 
yang disusun Focklema Andrea disebutkan pengertian provisionil yang berarti 
“sementara”, bij vooraad, kemudian provisionileis yang berarti tuntutan 
sementara. Dalam ketentuan Pasal 53 Rv dikenal istilah provisionileis vonnis 
yang berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari hakim 
selama memeriksa pokok perkara.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebut istilah tuntutan 
provisionil dengan istilah provisinele eis dalam pertimbangannya 
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) 
RBg sebagai “tindakan sementara yang merupakan inti pengertian provisionil 
atau bij voorraad. Mr. W. A. Engelbrecht dan Surat Edaran Mahkamah Agung 
RI juga memberikan istilah lebih mendalam mengenai tuntutan provisionil. 
Kemudian menurut Mr. W.A. Engelbrecht menyebutkan ketentuan Pasal 180 
ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg ada menyebutkan istilah, provisioneele, 
yang dapat diterjemahkan menjadi tuntutan sementara. Sedangkan Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 1965 tanggal 30 Desember 




11 Oktober 1969 menyebutkan dengan istilah Provisionele eis untuk tuntutan 
provisionil.  
Tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang berisikan agar hakim 
menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu 
pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat 
gugatan. Ketentuan dasar hukum pengaturan tuntutan provisionil ini banyak 
ditemukan dalam perundang-undangan baik secara tersirat maupun tersurat 
seperti dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR 191 ayat (1) Rbg, kemudian 
dalam KUH Perdata, pada Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb, 1847-52 
yo Stb. 1849-63), dalam Pasal 24 PP Nomor: 9 Tahun 1975 yang bunyinya 
sama dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 
1989, kemudian pada konsepsi RUU tentang Hukum Acara Perdata, dalam 
Doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg berbunyi: 
“De landraad kan de voorloopige tenuitvoerlegging van zijne vonnissen 
nietegenstaande verzet of hooger beroep bevelen, indien er is een authentieke 
titel, een handshrift, dat ingevolge deter zake goldende bepalingen 
bewijskracht heeft, of een voorafgegane veroordeeling bij een vonnis, hetwelk 
kracht van gewijsde heeft bekomen, mitsgaders wanneer een provisioneele 
eisch wordt toegewezen alsmede in geschillen vanbezitrecht” .(terjemahan 
bebas: Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan 
terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang 
sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal ini berkekuatan 
sebagai alat bukti, atau jika keputusan hukuman terlebih dahulu dengan 
keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jikalau 
dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang hak milik). 
Praktik peradilan hukum perdata dewasa ini, titik tolak Hakim 




dan Madura) serta Rbg (untuk luar Jawa dan Madura). Terhadap tuntutan 
provisonil ini maka dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) 
Rbg hanya menyebutkan selintas dan tersirat, lain halnya dengan ketentuan 
Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda yang menyebutkan secara tegas dan 
tersurat. Kemudian pengaturan tuntutan provisionil secara tegas dan jelas 
terdapat di dalam ketentuan Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda dan Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 1965 dan Nomor: 16 Tahun 
1969 tentang petunjuk pelaksanaan provisionileeis. 
Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda menyebutkan: 
“Indien er een provisioneele eisch gedaan is, en de zaak, zoo ten principale 
als op de provisie, in staat van wijzen is, zal de regter op beide bij een 
hetzelfde vonnis uitspraak kunen doen”. (Terjemahan :Jika ada suatu tuntutan 
provisionil/ provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara 
maupun dalam provisi maka terhadap hal itu hakim menjatuhkan satu 
putusan). 
Yurisprudensi dan praktik peradilan sudah menginstrodusir berbagai 
bentuk acara yang tidak dikenal HIR. Dari ketentuan dan asumsi tersebut di 
atas, Praktik dalam Peradilan Indonesia telah mengenal lembaga 
provisioneleeis. Tuntutan provisionil secara tegas tidak diatur dalam Hukum 
Acara Perdata baik yang berlaku untuk Jawa Madura (HIR, Stb, 1941-44) 
maupun dalam Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura (Rbg. Stb. 
1927-227). Walaupun demikian secara tersurat atau acara implisit praktik 
peradilan mengenal ketentuan tuntutan provisionil terdapat di dalam ketentuan 
Pasal 180 (1) HIR/191 (1) Rbg yang untuk mendapatkan kesatuan persepsi di 





Tuntutan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi 
dalam gugatannya, diantaranya:  
1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang 
menjelaskan urgensi dan relevansinya. 
2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan 
sementara apa yang harus diputuskan. 
3. Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara. 
Sementara dalam proses pemeriksaan perkara, dengan adanya gugatan 
provisioneel ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh hakim dalam 
menangani perkara, diantaranya adalah:  
1. Mendahulukan pemeriksaan gugatan provisional. Dengan adanya gugatan 
provisionil, maka hakim dilarang untuk lebih dahulu melakukan 
pemeriksaan terhadap pokok perkara, tetapi harus lebih dahulu melakukan 
pemeriksaan terhadap gugatan provisionil.  
2. System pemeriksaan gugatan provisionil mempergunakan prosedur 
singkat. Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 283 Rv. yang 
menghendaki bahwa gugatan provisionil harus segera diberikan putusan. 
Bahkan pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus pada saat itu juga. 
Namun, Pasal 285 Rv. memberi kemungkinan untuk menunda atau 
memundurkan pemeriksaan dengan syarat apabila hal itu tidak 





3. Harus menjatuhkan putusan provisional. Pada hakikatnya, secara tersirat 
Pasal 286 Rv. tidak memberi pilihan lain kepada hakim, selain daripada 
harus menjatuhkan putusan atas gugatan provisionil tersebut, dan putusan 
yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok 
perkara. Adapun putusan yang dapat dijatuhkan hakim antara lain:  
a. Menyatakan gugatan provisionil tidak dapat diterima. Hal ini dapat 
dikarenakan gugatan provisionil bukan merupakan tindakan sementara, 
tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang 
telah ditentukan oleh undang-undang. 
b. Menolak gugatan provisional. Hal ini dapat terjadi apabila apa yang 
diminta dalam gugatan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara atau 
tidak ada urgensinya sama sekali.  
c. Mengabulkan gugatan provisional. Adapun alasan yang cukup untuk 
dapat mengabulkan gugatan provisioneel yakni apabila secara obyektif 
dan realistis gugatan provisionil berkaitan erat dengan pokok perkara 
dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan 
kerugian besar.  
Sebelum menjatuhkan putusan provisionil, hakim perlu 
mempertimbangkan akibat langsung yang melekat pada putusan tersebut. 
Dalam putusan provisionil melekat langsung putusan serta merta atau 
uitvoebaar bij voorraad yang dapat mengakibatkan putusan ini dapat 




diputus. Sedangkan bagi Pengadilan Negeri, apabila hendak melaksanakan 
putusan provisionil itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
sekiranya harus memperhatikan beberapa S.E.M.A. yang secara kronologis 
telah dikeluarkan berturut-turut oleh Mahkamah Agung dalam beberapa kurun 
waktu. Maka dapat penulis simpulkan bahwa tuntutan provisionil itu adalah 
tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak yang dimintakan oleh salah 
satu pihak hakim yang menangani perkara tersebut.  
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Provisi 
pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan 
provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara 
diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan 
akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan 
pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan 
salah satu pihak yang berperkara.37) 
Perkara nomor 4/Pdt.G/ 2020/PN Bbs termasuk dalam perkara perdata 
pada tingkat pertama, dimana kendaraan Pelawan berdasarkan perjanjian 
pembiayaan Investasi Pembayaran secara angsuran dengan penyerahan hak 
milik secara fiducia kepada seseorang bernama Wandi Safangat (Terlawan II), 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Investasi. Pembayaran 
secara angsuran dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 0580000504 
dan Sertifikat Fiducia No. W13.00333474. AH. 05.01 Tahun 2019 oleh 
                                                 




Terlawan I telah dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 166/PID.SUS/ 
2019/PN.Bbs atas nama terdakwa Wandi Safangat Bin Karsidin (Terlawan II) 
dan Dede Irawan Bin Tukinun. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 
Brebes Kls. IB yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja mengangkut 
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan 
sahnya hasil hutan” sehingga barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM merek 
Mitsubishi FE349 tersebut di rampas untuk Negara. Terlawan I yang saat ini 
menguasai Unit Mobil dalam perkara tersebut akan melaksanakan 
lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349 sebagai 
barang rampasan. Dalam gugatannya, Pelawan memohon untuk dijatuhkannya 
Putusan Provisi, untuk menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang 
bukti tersebut karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian 
bagi Pelawan dalam perkara perdata ini. 
Pelawan selaku pemilik kendaraan tersebut juga sangat keberatan 
dengan amar putusan Pengadilan Negeri Brebes Kls.IB No. 166/PID.SUS/ 
2019/PN.Bbs yang memerintahkan 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi 
FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No. Rangka 
MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No. Pol. R1337LC, 
berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN alamat Jalan Purwandaru 
RT.05/002 Kel.Bukateja Kab.Purbalingga dan 1 (satu) buah Kunci Kontak 
mobil truck nya dirampas untuk Negara, sebab dalam perkara tersebut yang 




dokumen yang sah, sehingga tidak ada hubungannya dengan status 
kepemilikan kendaraan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pelawan 
selaku pemilik kendaraan menuntut haknya agar memerintahkan kepada 
Terlawan I (kejaksaan) untuk menyerahkan kembali I (satu) unit kendaraan 
tersebut kepada Pelawan selaku pemilik tanpa suatu beban apapun juga. 
Tindakan Terlawan I menurut Pelawan, telah jelas dan terang 
merupakan tindakan sewenang wenang dengan telah mengabaikan peraturan 
perundang undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, dan 
Pelawan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum hal ini 
sebagaimana telah termaktub di dalam: 
1. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang 
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil 
alih secara sewenang wenang oleh siapapun", dan  
2. Pasal 574 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Pemilik Barang berhak 
menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya 
mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya". 
Pelawan mengajukan Tuntutan Provisi untuk memberikan putusan 
Provisi yang berbunyi memerintahkan Terlawan I dalam perkara a quo untuk 
Menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit 
KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna 
Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, 
No.Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. Zaenal Abidin alamat 




Kontak, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi 
Pelawan dalam perkara tersebut. 
Pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, dalam hukum telah ada 
aturan tentang pelaksanaannya, mulai dari penyitaan barang bukti yang telah 
digunakan sebagai alat bukti untuk penyidik yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian, lalu dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan, kemudian dilakukan 
penyerahan barang bukti ke pihak Pengadilan untuk dilakukan proses lebih 
lanjut, hingga adanya keputusan hakim yang menyatakan barang yang menjadi 
barang rampasan tersebut, dirampas untuk dilakukan pelelangan, untuk 
kepentingan Negara. 
Perkara nomor 4/Pdt.G/ 2020/PN Bbs terkait dengan barang rampasan 
pada putusan nomor 116/Pid.Sus/2019/PN. BBs tanggal 14 Januari 2020 telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal diucapkan di muka 
persidangan perkara pidana Pasal 195 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana setelah putusan 
tersebut dibacakan saudara Wandi Safangat selaku Terlawan II dalam hal ini 
adalah selaku debitur pada Perusahaan Pelawan yang saat persidangan pidana 
selaku terdakwa telah menerima putusan dimaksud dan penuntut umum juga 
telah menerima putusan Pengadilan Negeri Brebes, dalam putusan tersebut 
terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM merek Mitsubishi FE349, 
Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna kuning, No. Rangka: 
MHMFE349E5R078046 , Nomor Mesin 4D34A22074 No. Pol R-1337-LC 




Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga serta 1 
(satu) buah kunci kontak mobil truck dirampas untuk Negara.  
Terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan 
Pengadilan Negeri Brebes tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-
undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi “Setiap orang 
yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen 
yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan” dan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan yang berbunyi “Alat angkut 
dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian 
atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau 
dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan 
pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan 
memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut 
yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, 
menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil 
hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat 
angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut 
hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar 
pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan 
hasil hutan yang diangkut. 
Mengingat ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang 




berbunyi “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita 
diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang 
namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan 
undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara 
atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”, 
dimana terkait dengan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara 
tersebut tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yang mana dalam hal 
ini adalah Terlawan II dan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan 
Terlawan II yaitu PT. Trihamas selaku Pelawan, akan tetap terhadap barang 
bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara tersebut dapat dilakukan 
pelelangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan: 
1. Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Jika putusan 
pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, 
selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa 
menguasakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam 
waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas 
negara untuk dan atas nama jaksa. Penjelasan Pasal ini berbunyi jangka 
waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan hal 
yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat. 
2. Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 




sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 
satu bulan. Penjelasan Pasal ini berbunyi perpanjangan waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu 
tidak tertunda. 
Undang-undang telah menyatakan hal-hal tersebut di atas, maka 
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kejaksaan 
Negeri Brebes Cq. Penuntut Umum selaku alat-alat perlengkapan Negara (ius 
puniendi) dimana sebagai alat perlengkapan negara dalam pelaksana fungsi-
fungsi yuridis yang selama ini telah menjalankan aturan-aturan negara yang 
sah menurut hukum (ius poneale) telah melaksanakan eksekusi terhadap 
putusan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Brebes 
(P-48) Nomor: Print-03/M.3.30.3/Eku.3/ 02/2020 tanggal 04 Februari 2020 
untuk melaksanakan eksekusi terhadap Barang Bukti yang menjadi obyek 
perlawanan ini, dan tidak mempunyai alasan apapun untuk menunda 
pelaksanaan lelang dimaksud. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit KBM 
merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna 
kuning, No. Rangka: MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074 
No. Pol R-1337-LC dengan dilengkapi 1 (satu) STNK an. Ir. Rizal Abidin d/a 
alamat Jl. Purwandaru RT/RW 05/02 Kelurahan Bukateja Kab. Purbalingga 
serta 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck yang dirampas untuk negara 
tersebut telah diajukan penilaian harga barang kepada KPKNL sebagaimana 




tanggal 25 Februari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal.  
Gugatannya provisi Pelawan memohon untuk dijatuhkannya Putusan 
Provisi, yang mana alasan memohon putusan provisi tersebut karena untuk 
menunda pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang bukti berupa 1 (satu) unit 
KBM merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna 
Kuning, No.Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, 
No. Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. Zaenal Abidin, alamat 
Jalan Purwandaru RT. 05/002 Kel. Bukateja Kabupaten Purbalingga dan 
Kunci Kontak, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan 
kerugian bagi Pelawan dalam perkara tersebut.  
Majelis Hakim dalam perkara persebut mempertimbangkan mengenai 
tuntutan provisional yang diajukan Pelawan tersebut melakukan pengkajian 
dan penelitian yuridis secara seksama dengan berpedoman kepada Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, dimana peralihan 1 (satu) unit KBM 
merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna 
Kuning, No. Rangka MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, 
No. Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) STNK An. IR. ZAENAL ABIDIN, kepada 
Terlawan I dikarenakan adanya suatu Putusan perkara pidana dari Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah berkekuatan hukum tetap dan 
Putusan tersebut sifatnya wajib untuk dilaksanakan oleh Terlawan I selaku 
eksekutor. Dilaksanakannya putusan pidana tersebut oleh Terlawan I maka 




MBRG/Light Truk, tahun 2005, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE349E 
5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074, No. Pol. R1337LC, berikut 1 (satu) 
STNK An. IR. Zaenal Abidin, maka Pelawan tidak memiliki hubungan hukum 
lagi secara langsung dengan objek sengketa karena obyek sengketa tersebut 
telah menjadi milik Negara, maka terhadap permohonan provisi, Majelis 
Hakim berpendapat gugatan provisi Pelawan tersebut haruslah dinyatakan 
tidak dapat diterima. 
Berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk 
membuktikan hal tersebut di atas, dalam hal ini untuk menguatkan dalilnya 
Pelawan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 
tanpa menghadirkan Saksi. Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu 
mengenai bukti surat yang bersifat eksepsional. Mencermati bukti surat 
tertanda P-1 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Brebes, dimana pada 
halaman 25 telah mempertimbangkan mengenai status barang bukti dalam 
perkara in casu yang menjadi obyek sengketa yaitu berupa 1 (satu) unit KBM 
merek Mitsubishi FE349, Jenis MBRG/Light Truck, tahun 2005, warna 
kuning, No. Rangka: MHMFE349E5R078046, Nomor Mesin 4D34A22074 
No. Pol R-1337-LC berikut 1 (satu) STNK an. IR. Zainal Abidin dirampas 
untuk Negara. Dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadlan Negeri 
Brebes tersebut karena barang bukti di atas masih memiliki nilai ekonomis 
sehingga dirampas untuk Negara yang didasarkan pada penjelasan Pasal 16 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 




Perampasan barang bukti untuk Negara hasil tindak pidana yang 
memiliki nilai ekonomis dalam penerapannya melalui proses pelelangan yang 
dilakukan secara umum dan terbuka setelah mendapatkan penilaian/taksiran 
harga (apresial) barang rampasan tersebut serta jadwal pelaksanaan lelang dari 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Berdasarkan bukti 
surat tertanda T-19 dan T-20 yang dihubungkan bukti T-24 dimana ternyata 
permohonan Terlawan I telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal baik mengenai permintaan penilaian 
harga (apresial) barang rampasan Negara maupun pelaksanaan jadwal lelang, 
sehingga dengan demikian proses pelaksanaan pelelangan terhadap barang 
rampasan Negara yang menjadi obyek sengketa telah ditetapkan oleh Pejabat 
yang berwenang, dimana dalam hal ini adalah kewenangan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal. Oleh karena terhadap barang 
rampasan Negara dalam penilaian dan penetapan harga maupun 
pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Tegal, maka sudah sepatutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Tegal ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. 
Dengan demikian gugatan Perlawanan Pelawan mengandung cacat formil 
yaitu kurang pihak untuk dijadikan Terlawan atau setidaknya sebagai Turut 
Terlawan (plurium litis consortium).  
Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan provisi 
untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti kejahatan pada 




putusan perkara tersebut majelis hakim menolak provisi yang diajukan 
pelawan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan provisi 
untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti kejahatan pada 
putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs karena adanya suatu putusan perkara 
pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Dengan demikian Pelawan tidak memiliki hubungan hukum lagi 
secara langsung dengan objek sengketa karena obyek sengketa tersebut telah 
menjadi milik Negara. Jaksa dalam perkara tersebut hanya sebagai pelaksana 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
penulis, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Ketentuan hukum tuntutan provisi dalam hukup positif di Indonesia dapat 
ditemukan dalam perundang-undangan baik secara tersirat maupun 
tersurat seperti dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR 191 ayat (1) Rbg, 
kemudian dalam KUH Perdata, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb, 
1847-52 yo Stb. 1849-63), Pasal 24 PP Nomor: 9 Tahun 1975 yang 
bunyinya sama dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989, konsepsi RUU tentang Hukum Acara Perdata, dalam 
Doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan provisi 
untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti kejahatan 
pada putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs yaitu adanya suatu putusan 
perkara pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah 
berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Pelawan tidak memiliki 
hubungan hukum lagi secara langsung dengan objek sengketa karena 
obyek sengketa tersebut telah menjadi milik Negara. Jaksa dalam perkara 
tersebut hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah 





Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di 
atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 
1. Sebaiknya dalam mengajukan gugatan, khususnya gugatan provisi 
pelawan atau penggugat terlebih dahulu harus meneliti dengan cermat 
hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya terkait dengan perkara 
yang akan diajukan sehingga penggugat dapat secara cermat menarik 
pihak-pihak yang berperkara karena gugatan kurang pihak (plurium litis 
consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. 
Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi 
syarat formil, konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijke verklaard). 
2. Untuk itu untuk mengurangi resiko dalam perjanjian kredit antara pihak 
kreditur dan debitur, perlu adanya penilaian yang mendalam terhadap 
debitur yang dapat memberikan perlindungan bagi kreditur. 
3. Kejaksaan diharapkan lebih teliti dalam memeriksa barang bukti kejahatan 
terkait dengan kepemilikannya agar kekeliruan tidak terjadi akibat proses 
awal yang tidak cermat baik dari Proses Penyidik maupun Penuntut 
Umum, sehingga pelaksanaan lelang harus dilakukan terhadap barang 
yang bukan pemilik pelaku kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak 
lain yang memiliki barang rampasan tersebut namun tidak terkait dengan 
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